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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan dari hasil dan pembahasaan yang telah 

peneliti uraikan maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya 

adalah: 

1. Adapun Strategi Yang Diterapkan di Kantor UP2PKH (Unit Penujang 

Peternakan Dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha Kab. Bima dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

a) Kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan  

Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang dimaksudnya adalah 

pegawai UP2PKH Kec. Woha Kab. Bima mampu memberikan pelayanan 

yang tepat waktu dan benar sesuai instruktur pusat yang berlaku. Sehingga 

pelayanan tidak berbelit-belit dan tepat waktu. 

b) Responsiveness (Pertanggung Jawaban) Pegawai Dalam Memberikan 

Pelayanan  

Responsiveness (pertanggung jawaban) pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang dimakasud adalah UP2PKH Kec.Woha Kab. Bima harus 

menaggagapi dengan cepat apa yang dibutuhkan atau di inginkan oleh 

pelanggan masyarakat ternak kecematan woha. Sehingga langsung bisa 

dilayani dengan baik sesuai instuktur pusat  yang berlaku di UP2PKH Kec. 

Woha kab. Bima. 



 
 
 
 
 

65 
 

c) Tagible (terjemahan) komunikasi dan fasilitas  

Standar pelayanan publik dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 

bebunyi :standar pelayanan merupakan : tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dana cuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayan yang berkualitas, cepat mudah 

terjangkau dan terukur. 

d) Access (kemudahan) untuk mengadakan kontak dan pendekatan  

Pegawai UP2PKH yang memberikan pelayanan harus memiliki 

kemampuan untuk mengetahui dan kebutuhan masyarakat ternak. Hal ini 

baik antara pegawai maupun masyarakat ternak yang harus dilayanin 

dengan pendekatan yang baik. 

2. Hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor UP2PKH 

(Unit Penujang Peretenakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha Kab. 

Bima. 

a) Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia pegawai pertenakan yang dilaksanakan dalam 

unit penunjang pertenakan dan pusat kesehatan hewan. Sehingga sumber 

daya manusia merupakan unsur penting bagi suatu dinas untuk 

memaksimalkan kinerja dan produktivitas terkait dalam hal ini. Karena 

unsur dalam sumber daya manusia yang  dalam hal ini adalah para 

pegawai untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya.   
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b) Sarana dan Prasarana  

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang  

keberhasilan suatu prose upaya yang dilakukan dilayanan publik, karena 

apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan  

tidak akan dapat mencapai hasil yang harapkan sesuai dengan rencana.  

c) Komunikasi  

Pelaksanaan pelayanan cabang dinas peternakan woha akan berjalan 

efektif apabila tujuan kebijakan di pahami oleh individu yang bertanggung 

jawab dalam pencapaian tujuan. 

 

5.2 Saran 

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten 

Sleman agar kedepannya dapat optimal adalah sebagai berikut:  

1. Terkait dengan kepatuhan para petugas kesehatan hewan, petugas puskeswan 

seharusnya mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan termasuk dalam 

hal pemberian resep obat kepada peternak/klien.  

2. Sehubungan dengan instrumen pelayanan yang tidak berjalan dengan baik 

akibat keterbatasan sumberdaya, maka hendaknya seluruh stakeholder yang 

terlibat dalam pelayanan kesehatan hewan ini dapat duduk bersama membahas 

model ideal instrumen pelayanan kesehatan hewan di Kecamatan Woha. Salah 

satu model yang paling memungkinkan adalah dengan pemberian subsidi 

pelayanan pengobatan hewan seperti yang diberlakukan di puskesmas. 
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Peternak tetap membayar pelayanan kesehatan hewan dengan biaya yang tidak 

terlalu mahal, kemudian biaya tersebut dijadikan PAD yang disetorkan ke 

pemerintah daerah. Hasil PAD tersebut nantinya yang akan digunakan untuk 

operasional puskeswan, dimana perugas UP2PKH harus membuat jadwal rutin 

kunjungan terhadap masyarakat ternak atau jadwal rutin terhadap pegawai 

UP2PKH dalam melakukan peyuluhan. Dengan demikian akan terjadi 

kesinambungan biaya dalam pelayanan kesehatan hewan. 
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Gambar 1. Kantor Unit Penunjang Pertenakan Dan Pusat Kesehatan Hewan 

(UP2PKH) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara Bersama Kepala Kantor UP2PKH 

 

 

 

 

1. Wawancara Bersama Kasubang TU 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Wawancara Bersama Dokter Hewan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4. Sistem pelayanan Semi Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 


